BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kelurahan terhadap sektor pemberday : yarakat, fokus dalam penelitian ini
am i (P Namor 130 tahun 2018 tentang

pengelolaan sumber days ca 1 upaya seperti pelayanan
publik maupun pemberdayaan masyarakat.

Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil yong secara langsung
berhadapan dengan masyarakat. Lurah merupakan pihak yang menjadi pemimpin
sebagai perangkat daerah Kabopaten®ota dalam wilayah kerja Kecamatan yang
distur dalam Undang-Undang nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan, Hal
tersebut diperjelas kebersdaannya pada Undang-Undang nomor 9 tahun 2015



tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang nomor 17 tabun 201% tentang
kecamatan yang sesuai dengan tujuan dari diselenggarakannya asas desentralisasi,
dimana dapat ditentukan dari keterlibatan aparatur pemerintah Kelurahan beserta
masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tersebut,

Terdupat uresan vang berkaitan dengan adamya biava dan pendanuan pada
alam penyelenggaraan pemerintahan
] 1 Kelurahan didapatkan dari
nomor T3 tahun 20035

pembangunan baik fisik maupun non fisik

Pemerintah nomor |7 tahun 2018, dimena pada pasal 30 disebutkan bahwa dana
Kelurahan diperuntukkan untuk pembangunan sarana dan prasamann Kelurahan
serfa upaya pemberdayaan masyarakat di daerah Kelurahan dan ditindak lanjuti
dengan adanya Perendagri Nomor 130 tahun 2018, maka pengalokasian anggaran
tersebut nantinya okan diserahkan kepada Lurah yang mempunyai kedudukan
sebagai kuasa dalam penggunasn onggaran Kelurahan lersebul. Penganggaran



untuk tiap daerah yang dimaksud adalah berasal dari APBD daersh kota yang
tidak memiliki desa paling sedikit 5% dari APBD vang sebelumnya telah
dikurangi dana alokasi khusus, serta DAU Tambahan yang telah ditetapkan
menurut perlindang-Undangan yang berlaku.

Selain dengam adenya persturan perUndang-Undangan yang berlaku,
¢ pengawasan dan pembinaan dalam

alah satu dari 3 (fign) Kelurahan yang s
mana Kelurahan Cokrodiningratan m

ah terluas diantara kedun Kelurahan lain yan

han Hlﬂnljndﬂwﬂmgnnlm

mempunyai tingkat
tersebut dapat dilikat
m tingkat Keluargs

Sejahtera (KS) 11+ (Kota
Pada siklus kebijakan publik. terdapat model implementasi kebijakan publik
dimana terdapal pemyatsan mengenal model implementasi kebijokan publik
odalah suatu proses politik dan proses administras: (Grindle, 1986). Digambarkan
dalam model ini bahwa implementasi kebijakan berkaitan dengan proses
pengambilan keputusan dari beragam aktor yang terlibat. Nantinva, keluaran dari
kebijakan ditentukan berupa materi program yang sudah dicapai atau melalui



interaksi dari pembuat keputusan yang berkaitan dengan konteks politik
administratif. Proses politik dapat dilihal pada proses pengambilan keputusan
dimana berbagai aktor kebijukan telah terlibat, sedingkan proses administratif
dapat dilakukan penelitian dalam tingkat program tertentu { Grindle, 1986).

Lebih lanjut Grindle (1986) menjelaskan bahwa terdspat dus variabel
utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, variabel tersebut adalah isi

asi. Model implementasi di
atas menunjukkan bahwa ah a dapat mempengaruhi
bagaimana proses implementasi suatu kebijakan, pada kedua variabel tersebut
antara isi dar kebijakan mavpun lingkungan dar implementasi kebijakan
mencakup akior-aktor yang terfibal mempunyal penparub dalam  proses
implementasi. Pada model ini mengisyaratkan bahwa arah dari implementasi
kebijakan masih bersinggungan dengan konflik kepentingan dan keadaan dari

objek kebijakan tersebut, termasuk implementasi kebijakan Pengelolzan Dana



Kelurahmn. Dengan  demikian, menank untuk  mengetahui  bagaimana
implementasi kehijakan pengelolaan alokasi dana Kelurahan yang diperuntukkan
untuk sektor pemberdaysan masyarakat di Kelurahan Cokrodiningratan, Oleh
karena, apabila dari data yang ada bahwa tingkat kesejahternan masyarakat di
Kelurahan tersebut cukup tinggi, mengingat bahwa sasaran Alokasi Dana

Kelurahan diperuntukkan untuk dua sektor utama yaitu pembangunan fisik atau

clolaan Dana Kelurahan
Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan Kota
Yogvakarta”. Hal ini dikarenokan pada penelitisn ini berfokus untuk
mendeskripsikan upaya implementasi kebijokan Permendagri nomor 130 tahun
2018 dalam pengelolasn dana Kelurahan di sektor pemberdayasn masyarakat,
serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat dani Pengelolaan Dana
Kelurahen pada sektor tersebut.



1.2 Pertanyaan Penclitian
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, padn penelitian ini
terdapat pertanyaan penelitian yaitu
|. Bagaimana implementasi kebijakan Pengelolaan Dana Kelurahan di
sektor pemberdayaan masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan pada

1.4.1 Manfuat Teoritik
Secarn teoritik, diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat untuk ;
a. Menambah dan memperkaya khasangh ilmo dan pengembangan
pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu pemerintahan
b. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau rujukan pada
kajian implementasi kebijakan dan tata kelola dana Kelurahan,
serta pengembangan untuk penelitian yang lain,



1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi mahasiswa
Tkut serta dalam upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan
fokus dari penelitin untuk Kelurshan Cokrodinigratan dan
sebagm syarat untuk mendapatkan gelar sarjana.

b, Bagi Kelurshan Colodiningrata

Faktor Pendukung/Penghambat  pengelolaan
dana  Kelurahan di  sektor pemberdayaan

masyarakat

Implementasi kebijakan pengelolaan dana Kelurahan di sekior
pemberdayaan masyarakat

Bagan . 1




1.0 State of the Art penelitian

Proses implementasi kebijakan masih menjadi ruang untuk para aktor
implementasi kebijakan dalam konflik kepentingan. selain untuk mencapai tujuan
bersama dari kebsjakan tersebul. Apabils melihat penelitian sebelumnya yang
fokus pada upaya implementasi kebijakan, penelitian ini membahas bagaimana
hasil dari implementasi kebijakan dilihat dari adanya dua variabel utama yang
! ol dalam implementasi  kebijakan

Tabel 1. 1
State OF The
Metode

eskrintif
Kunlitatil

Citangkil Kota permasalahan jumlah dana
Cilegon Tahun yang furun dan masyarakat
2015 (Sin, yang demotivasi dalam
2017 pelaksanaan pembangunan.
2. | Pengelolaan Kualitatif | Terjadi beberapa Selain sarana
Alokasi desknptif | permasalahan yang prasarana,




Anggaran murmi diakibatkan oleh kurang Kebijakan
Kelurahan (survey ) seusainya dengan targel, visi | pengelolaan dana
Untuk misi dan sasaran kebijokan, Kelurahan
Pembangman tidak adanya upaya untuk mencakup
Infrastruktur i memenuhi aspirasi masyarakal | pemberdayaan
Kelurahan dan tidok melihat keadaan masyarakat vang
Bunulrejo yang terjadi di lingkungan berkaitan dengan
Kecamatan aahlumymhl_ peningkatan taraf
Blimhing Kaota hidup masyarakat
along dalam penelitian,
Provinsi Jawa

Timur Tahun

Anggaran 2017-

2018 (Lestan,

2019)

Efektivitas Tenis Pengelolsan ADD masik Selain anggaran
Pengelolaan penelititian | kurang efektif karena datam Aloknsi Dana
AlokasiDana | deskriptif | tahap perencanaan . Desa juga terdapat
Besa (ADD) dengan {Musrembang j partisipast Alokasi Dana
Dalam beknik masyarakat masih ssngat Kelurahan/dany
Meningkatkan | purposive | minim disehabkan kurangnys | Kelurahan yang
Pembangunan | sampling | transparansi informasi vang diperuntukkan
Fislk Desa disampaikon perangkat desa. | pembangunan
Lakapodo Tidak adanya transparansi dari | sektor samna
Kecamatan pemngka't desa saﬁ‘tpm dengan | prasarana dan
Watopute tahap pertanggungjawaban pemberdayaan
Kabupaten yang tidak dilanjutkan dengan | masyarakat vang
Muna (Sulastri, evaluasi darl kegiatan yang diatur dalam PP

2016)

tefah dilakukan

no. 17 tahun 2017,
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L7 Sistematika Penullsan

Dalam penyusunan tugas akhir'skripsi ini, terdapat sistematika penulisan
sebaga berikut :

BAB I PENDAHULUAN

o N1y the e mdenean melj:hulpmgl'r{ian

permasalahan yang menjn:h pertanyaan penelitian ini tentang implementasi
kebijakan pengelolaan dana Kelurahan dan faktor yang menjadi pendukung
dan/atau penghambat di Kelurahan Cokrodiningratan.



11

BAB V PENUTUP

Beyinf bevisin Vesitpubin. oripecabubusin hasil pesilitian oo
penelitian  berdasarkan topik  yang  dibshas pada  skripsi ini.




	SKRIPSI-17.94.0010-MUHAMMAD RIZKY SYAH TIO - Muhammad Rizky Syah Tio_016.pdf (p.1)
	SKRIPSI-17.94.0010-MUHAMMAD RIZKY SYAH TIO - Muhammad Rizky Syah Tio_017.pdf (p.2)
	SKRIPSI-17.94.0010-MUHAMMAD RIZKY SYAH TIO - Muhammad Rizky Syah Tio_018.pdf (p.3)
	SKRIPSI-17.94.0010-MUHAMMAD RIZKY SYAH TIO - Muhammad Rizky Syah Tio_019.pdf (p.4)
	SKRIPSI-17.94.0010-MUHAMMAD RIZKY SYAH TIO - Muhammad Rizky Syah Tio_020.pdf (p.5)
	SKRIPSI-17.94.0010-MUHAMMAD RIZKY SYAH TIO - Muhammad Rizky Syah Tio_021.pdf (p.6)
	SKRIPSI-17.94.0010-MUHAMMAD RIZKY SYAH TIO - Muhammad Rizky Syah Tio_022.pdf (p.7)
	SKRIPSI-17.94.0010-MUHAMMAD RIZKY SYAH TIO - Muhammad Rizky Syah Tio_023.pdf (p.8)
	SKRIPSI-17.94.0010-MUHAMMAD RIZKY SYAH TIO - Muhammad Rizky Syah Tio_024.pdf (p.9)
	SKRIPSI-17.94.0010-MUHAMMAD RIZKY SYAH TIO - Muhammad Rizky Syah Tio_025.pdf (p.10)
	SKRIPSI-17.94.0010-MUHAMMAD RIZKY SYAH TIO - Muhammad Rizky Syah Tio_026.pdf (p.11)

